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NOMOR 16 reHuN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi
Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang
menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran
beq'alan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O1g;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu
menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2018 menjadi Peraturan Daerah;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b,
perlu persetujuan Pimpinan Dewan perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Rembang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 1Z Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4
Perbendaharaan Negara;

b.

C.

2.

3. tentang



4. undang-undang Nomor 1s Tahun zoo4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangai
Negara;

undang-undang Nomor 2s rahun zoo4 tentang sistem
Perencaaaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OO4 Tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah;

undang-undang Nomor 17 Tahun zoar tentang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun 20O5-2025;

undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor IZ Tahun ZOII tentang
Pembentukan Peraturarr perundang-Undangan 

;

undang-undang Nomor 2g Tahun 2oL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun ZOL4 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun ZOIT tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

undang-undang Nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor lT Tahun 2Ol4
tentang MPR, DPR, DPD dan DpRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun 2001 tentang
Pqiak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2ooL tentang
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2z rahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 74 Tahun 2oL2 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Badan L,ayanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200s tentang
Standar Akutansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5s rahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 200s tentang
Sistim Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor sB Tahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.



2L. Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun 200s tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan standar pelayanai
Minimal;

22. Peraturan Pemerintah Nomor Tg rahun 200s tentangPembinaan dan pengawasan penyelenggrr".*i
Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2aa6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2ae7 tentang
Pengesahan, Pengunda"ngan dan penyebarl r***i
Peraturan Perundang- Undangan ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2oor tentang
Pembagian urusan pemerintahan Antar pemerintah]
Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 4l rahun 2oor tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

28.

Peraturan Pemerinta.h Nomor 6s rahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor Tr rahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2oll tentang
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahu n 2o12 tentang Hibah
Daerah;

32.

27.

29.

30.

31.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 4J Tahun 2Ol4
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
2Al4 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun 2016
Perangkat Daerah;

tentang
6 Tahun

tentang

34.

35.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun zafi tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2oLT tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun zolr tentang Hak
Keuangan dan Administrasi pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah;

36.



37. Peraturan pemerintah Nomor z rahun 2olg tentang
Standar Pelayanan Minimal;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok pokok pengelolaan Keuangan
Daerah;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor s rahun
10-16 tentang organisasi dan Tata Ke{aperangkat Daerah
Kabupaten Rembang;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor g rahun
?9I7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
pada tanggal 29 September 2018;

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 September
2018;

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang tanggal 29 September 2019.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2ALg sebagaimana
perubahan-perubahannya terlampir untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum
KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan"

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 September 2018
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG &


